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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 

Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam konteks penanggulangan bencana banjir 

oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Malang. Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif dengan metode deskriptif, serta teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori implementasi kebijakan dari George C. Edwards III 

yang mencakup empat faktor utama: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa implementasi Perda No. 1 Tahun 2017 di Kota Malang belum berjalan secara optimal. 

Beberapa hambatan utama meliputi kurangnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan sumber daya manusia dan 

finansial, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap mitigasi banjir, serta infrastruktur drainase yang belum 

memadai. Meskipun demikian, terdapat faktor pendukung seperti komitmen dari BPBD, dasar hukum yang kuat, 

serta partisipasi masyarakat dalam beberapa program kebencanaan. Oleh karena itu, peningkatan sinergi antara 

pemerintah dan masyarakat serta perbaikan infrastruktur menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas 

implementasi kebijakan penanggulangan banjir di Kota Malang. 
 

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Banjir, Kota Malang 

 
 
 

Pendahuluan 
Kota Malang merupakan salah satu 

wilayah di Indonesia yang tergolong rawan bencana 

banjir akibat topografi kota yang dikelilingi 

pegunungan dan tingginya curah hujan tahunan. 

Berdasarkan laporan Antara News (2023), banjir 

yang terjadi pada tahun 2023 merendam sejumlah 

ruas jalan di Kecamatan Klojen dan Blimbing 

dengan ketinggian air mencapai 50 cm, 

menyebabkan gangguan aktivitas warga serta 

kerusakan infrastruktur. Kondisi tersebut diperparah 

oleh alih fungsi lahan resapan menjadi area 

permukiman dan perkebunan warga (Irawan & 

Pradana, 2024). 

Beberapa faktor yang menyebabkan banjir 

di Kota Malang antara lain sistem drainase yang 

buruk, penurunan daya serap tanah akibat 

deforestasi, serta perubahan penggunaan lahan yang 

tidak terkendali (Febrianto, 2023). Pemerintah Kota 

Malang melalui BPBD telah melakukan berbagai 

upaya seperti normalisasi drainase di lima titik 

prioritas dan peningkatan kapasitas infrastruktur, 

termasuk pelebaran jalan dan pembangunan posko 

darurat di kawasan rawan (Arifin, 2023). Selain itu, 

partisipasi masyarakat dalam menjaga saluran air 

juga mulai digalakkan oleh pemerintah daerah 

(Pratama, 2023). 

Untuk memperkuat kerangka hukum 

penanggulangan bencana, Pemerintah Kota Malang 

telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 

2017 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan 

Bencana. Regulasi ini mengatur strategi mitigasi, 

tanggap darurat, hingga rehabilitasi pascabencana, 

termasuk bencana banjir sebagai bencana 

hidrometeorologi (peraturan.bpk, 2007). Namun, 

implementasi kebijakan tersebut belum berjalan 

optimal. Beberapa hambatan yang ditemukan antara 

lain lemahnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan 

anggaran dan sumber daya manusia, serta rendahnya 

kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan 

(Muzdalifah, 2023; Priscannanda & Hindersah, 

2022; Wulandari, 2024). 

Struktur birokrasi yang tumpang tindih dan 

minimnya sinergi lintas sektor turut memperlambat 

respon kebijakan. Meskipun telah ada sistem 

peringatan dini dan pelatihan kebencanaan, 

pelaksanaan di lapangan belum sepenuhnya efektif 

(Nurcahyo, 2024). Dengan kondisi tersebut, 

evaluasi terhadap implementasi Perda No. 1 Tahun 

2017 menjadi penting untuk mengidentifikasi sejauh 
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mana kebijakan tersebut mampu menanggulangi 

bencana banjir di Kota Malang dan menemukan 

strategi peningkatan efektivitasnya. 

 

Rumusan Masalah 
1. Bagaimana implementasi kebijakan 

penanggulangan bencana banjir di Kota 

Malang? 

2. Apa saja hambatan dan tantangan implementasi 

kebijakan penanggulangan banjir Kota 

Malang? 

 

Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan 

penelitian ini adalah : 
1. Untuk menganalisis dan mendreskripsikan 

penanggulangan banjir di Kota Malang.  
2. Untuk mengetahui hambatan dan tantangan 

yang 

dihadapi dalam implementasi kebijakan penan

ggulangan banjir di Kota Malang. 
 

Manfaat Penulisan  
1. Manfaat Teoritis 

Studi ini bertujuan untuk memberikan 

kontribusi ilmiah dalam pengembangan teori 

pada bidang penanggulangan bencana, 

khususnya mengenai implementasi kebijakan 

daerah. Dengan menganalisis efektivitas Perda 

No. 1 Tahun 2017, penelitian ini dapat 

memperkaya literatur tentang keterkaitan antara 

regulasi dan praktik lapangan, serta menyoroti 

unsur-unsur yang menentukan berhasil atau 

tidaknya pelaksanaan suatu kebijakan dalam 

konteks bencana. 
 

2. Manfaat Praktis  
Secara praktis, hasil penelitian ini dapat 

menjadi acuan bagi pemerintah Kota Malang 

dan instansi terkait dalam merumuskan strategi 

dan kebijakan yang lebih efektif untuk 

penanggulangan bencana banjir. Penelitian ini 

juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran 

masyarakat akan pentingnya partisipasi dalam 

program penanggulangan bencana serta 

memberikan rekomendasi yang konkret untuk 

meningkatkan infrastruktur dan sistem respon 

terhadap bencana. 

 

Tinjauan Pustaka 
Penelitian Terdahulu 
1. Sebagaimana dinyatakan oleh Edward III dalam 

Muhamad (2021), implementasi kebijakan 

merupakan proses yang dipengaruhi oleh empat 

variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, 

disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat 

variabel ini sangat menentukan keberhasilan 

pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika salah 

satu variabel tidak berjalan optimal, maka 

implementasi kebijakan pun dapat terhambat. 
2. Menurut Van Meter dan Van Horn (1975), 

implementasi merupakan tindakan yang 

dilakukan oleh individu atau kelompok 

administratif dan politik yang diarahkan untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam 

keputusan kebijakan. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi implementasi meliputi tujuan 

dan standar kebijakan, sumber daya, 

karakteristik lembaga pelaksana, komunikasi 

antarorganisasi, serta kondisi sosial, ekonomi 

dan politik. 

3. Saniyah, Finy Aribah, dan Lutfi Effendi (2022) 

dalam penelitiannya mengenai penerapan Pasal 

12 Ayat (2) Perda Kota Malang No. 1 Tahun 

2017, menyimpulkan bahwa meskipun BPBD 

telah berusaha menerapkan regulasi tersebut, 

pelaksanaannya belum maksimal karena 

rendahnya pemahaman masyarakat tentang 

mitigasi bencana. Hal ini menunjukkan 

pentingnya komunikasi dan partisipasi publik 

dalam implementasi kebijakan. 

4. Penelitian oleh Insyiroh (2023) mengenai peran 

BPBD Kota Bengkulu dalam penanggulangan 

banjir menunjukkan bahwa BPBD memiliki 

peran penting dalam respons darurat. Namun, 

keterbatasan sumber daya dan rendahnya 

kesadaran masyarakat menjadi kendala utama. 

Hal ini menunjukkan perlunya perbaikan 

kapasitas institusional dan strategi edukasi 

masyarakat. 

5.  Rofii (2021) dalam penelitiannya mengenai 

perubahan penggunaan lahan di wilayah peri-

urban Kota Malang menemukan bahwa alih 

fungsi lahan dari pertanian ke permukiman 

secara signifikan meningkatkan risiko banjir. 

Penelitian ini menegaskan pentingnya sinergi 

antara kebijakan tata ruang dan kebijakan 

penanggulangan bencana. 

6. Ginting (2023) meneliti implementasi Perda 

Kota Batam No. 10 Tahun 2009 tentang 

penataan pasar. Meskipun bukan terkait 

bencana, studi ini relevan karena menunjukkan 

bahwa implementasi perda seringkali 

terkendala pada koordinasi antarlembaga dan 

sumber daya pelaksana, sebagaimana juga 

terjadi dalam implementasi kebijakan 

penanggulangan banjir. 

7. Sakti et al. (2020) dalam penelitiannya 

mengenai program mitigasi bencana menyoroti 

pentingnya kolaborasi antar lembaga dalam 

mendukung keberhasilan implementasi 

kebijakan. Studi ini menunjukkan bahwa 

kendala yang umum dihadapi adalah tumpang 

tindih kewenangan dan lemahnya komunikasi 

lintas sektor. 
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Metode Penelitian 
Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif untuk memahami fenomena sosial dalam 

konteks alami, dengan fokus pada makna, 

pengalaman, dan perspektif dari para pelaku 

kebijakan. Moleong (2008) menjelaskan bahwa 

pendekatan ini bertujuan untuk memahami 

fenomena secara holistik dengan menggali makna 

dalam tindakan dan kebijakan sosial. Pendekatan ini 

dianggap tepat untuk mengeksplorasi proses 

implementasi Peraturan Daerah Kota Malang No. 1 

Tahun 2017 terkait penanggulangan bencana banjir 

yang kompleks. 

Menurut Abdussamad (2021), pendekatan 

kualitatif mencari kebenaran relatif melalui 

konstruksi subjektif dari pelaku. Penelitian ini juga 

memperhatikan dinamika interaksi antaraktor 

kebijakan serta faktor sosial dan lingkungan yang 

memengaruhi pelaksanaan kebijakan. Lincoln dan 

Guba dalam Abdussamad (2021) menekankan 

pentingnya membangun paradigma baru untuk 

memahami dinamika sosial yang terus berkembang. 

Jenis penelitian yang dipilih adalah 

deskriptif, yang difokuskan untuk menyajikan 

pemaparan secara ilmiah pelaksanaan kebijakan 

serta pengalaman moral pelaksana dan masyarakat 

terdampak, tanpa menilai benar atau salah secara 

normatif (Abdussamad, 2021). Penelitian deskriptif 

ini juga berkaitan dengan sosiologi karena 

mengungkap nilai, keyakinan, dan persepsi yang 

terbentuk dalam budaya tertentu. Pendekatan ini 

membantu memahami bagaimana pelaksana 

memaknai tanggung jawabnya dan bagaimana 

masyarakat merespons kebijakan penanggulangan 

banjir tersebut. 

 

Fokus Penelitian 
Menurut Miles, Huberman, dan Saldaña 

(2014), fokus penelitian dalam pendekatan kualitatif 

sangat penting untuk memberikan arah dan batasan 

dalam proses pengumpulan serta analisis data. 

Fokus membantu peneliti untuk tetap konsisten pada 

tujuan utama penelitian serta memudahkan dalam 

memahami makna dari data yang dikumpulkan. 

Fokus penelitian dapat dikembangkan selama proses 

penelitian berlangsung seiring dengan munculnya 

informasi-informasi baru di lapangan, namun tetap 

berakar pada tujuan awal penelitian. 

Berdasarkan hal tersebut, maka fokus 

penelitian ini ditentukan sebagai berikut: 
1) Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang 

Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penanggulangan 

Bencana dalam konteks penanggulangan banjir 

di Kota Malang, yang dianalisis menggunakan 

teori implementasi kebijakan George C. 

Edwards III. Teori ini terdiri dari empat variabel 

utama, yaitu: 
a. Komunikasi 

b. Sumber Daya 

c. Disposisi 

d. Struktur Birokrasi 

2) Faktor-faktor penghambat dan tantangan dalam 

implementasi kebijakan penanggulangan banjir, 

yang meliputi: 
a. Komunikasi 

b. Kesalahan pada Sistem dan Infrastruktur 

Disposisi 
c. Kurangnya Pemahaman dan Kesadaran 

Masyarakat Terkait Program Penanggulangan 

Bencana  
 

Situs dan Latar Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di kantor Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota 

Malang yang terletak di Jalan Raya Tlogowaru No. 

25, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, Jawa 

Timur. Lokasi ini dipilih karena BPBD berperan 

sebagai lembaga utama dalam 

mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota 

Malang Nomor 1 Tahun 2017 tentang 

Penanggulangan Bencana, terutama dalam upaya 

penanganan banjir, jenis bencana yang paling sering 

terjadi di wilayah tersebut. Kota Malang sendiri 

memiliki karakteristik geografis yang dikelilingi 

pegunungan dengan curah hujan tinggi, serta 

kawasan padat penduduk yang rawan genangan air 

saat musim hujan, terutama di wilayah seperti 

Klojen, Blimbing, dan Kedungkandang. Situs ini 

dipilih karena dinilai representatif dalam 

menggambarkan dinamika implementasi kebijakan 

penanggulangan bencana di daerah perkotaan, 

termasuk proses koordinasi antarinstansi, 

pelaksanaan di lapangan, serta respon masyarakat 

terhadap program kebencanaan. Melalui lokasi ini, 

peneliti dapat mengamati secara langsung berbagai 

upaya BPBD dalam mengurangi risiko banjir, serta 

menggali data lapangan mengenai tantangan 

implementasi kebijakan yang terjadi secara empiris.. 
 

Sumber Data 
Menurut Ashofia (1996:16), pemilihan 

sumber data memegang peranan penting dalam 

suatu penelitian, sebab kesalahan dalam 

menentukan sumber data dapat menyebabkan data 

yang dikumpulkan tidak relevan atau tidak sesuai 

dengan tujuan penelitian. Ashofia juga 

mengemukakan bahwa sumber data dapat dibagi 

menjadi dua kategori utama, yaitu:. 
a) Data Primer 

Data primer merupakan informasi yang 

dikumpulkan secara langsung dari sumber 

utama, yaitu para informan yang memiliki 

keterkaitan langsung dengan implementasi 
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kebijakan penanggulangan bencana banjir di 

Kota Malang. Pengumpulan data ini dilakukan 

melalui wawancara mendalam oleh peneliti 

kepada pihak-pihak dari Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota 

Malang, termasuk di antaranya Kepala Bidang 

Kedaruratan, Logistik, Kepala Bagian Umum, 

Tenaga Pendukung Operasional Bidang 

Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Analis Data 

Bencana, serta dari masyarakat terdampak 

banjir sebagai representasi warga penerima 

kebijakan.  

 

 
b) Data sekunder 

Data sekunder diperoleh dari dokumen dan 

arsip yang relevan, seperti Peraturan Daerah 

Kota Malang Nomor 1 Tahun 2017 tentang 

Penanggulangan Bencana, laporan kegiatan 

BPBD Kota Malang, dokumentasi foto 

lapangan, serta data dari media massa dan situs 

resmi pemerintah. Data ini digunakan untuk 

melengkapi dan memperkuat informasi dari 

data primer, serta memberikan konteks yang 

lebih luas terhadap implementasi kebijakan 

yang diteliti. 
 

Teknik Pengumpulan Data  
Metode pengumpulan data yang diterapkan 

dalam studi ini mencakup: 

a. Wawancara  
Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan 

secara mendalam dan diarahkan pada pokok 

permasalahan terkait implementasi Peraturan 

Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2017 

tentang Penanggulangan Bencana. Wawancara 

dilakukan kepada informan kunci seperti 

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, 

Kepala Bagian Umum, Tenaga Pendukung 

Operasional Bidang Pencegahan dan 

Kesiapsiagaan, Analis Data Bencana BPBD 

Kota Malang, serta masyarakat terdampak. 

Teknik wawancara yang digunakan bersifat 

tidak terstruktur, agar memungkinkan informan 

memberikan informasi yang lebih luas dan 

mendalam sesuai dengan pengalaman serta 

sudut pandangnya.  
b. Observasi  

Observasi dilakukan untuk mengamati 

langsung situasi di lapangan, termasuk proses 

pelaksanaan kebijakan penanggulangan banjir, 

kondisi infrastruktur, serta keterlibatan 

masyarakat. Penulis menggunakan teknik 

observasi berperan pasif, di mana peneliti hadir 

di lokasi namun tidak terlibat langsung dalam 

aktivitas yang diamati. Observasi dilakukan 

baik secara langsung saat kegiatan BPBD 

berlangsung, maupun melalui pengamatan 

terhadap dokumentasi visual yang tersedia.  

c. Dokumentasi  
Observasi dilakukan untuk mengamati 

langsung situasi di lapangan, termasuk proses 

pelaksanaan kebijakan penanggulangan banjir, 

kondisi infrastruktur, serta keterlibatan 

masyarakat. Penulis menggunakan teknik 

observasi berperan pasif. Peneliti melakukan 

pengamatan di lokasi tanpa terlibat langsung 

dalam aktivitas yang diamati. Observasi 

dilakukan baik secara langsung saat kegiatan 

BPBD berlangsung, maupun melalui 

pengamatan terhadap dokumentasi visual yang 

tersedia. 

Teknik Analisis Data 
Metode analisis data dalam penelitian ini 

menerapkan model analisis interaktif yang 

dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña 

(2014). Model ini mencakup tiga komponen utama 

yang berlangsung secara bersamaan dan saling 

terhubung, yakni kondensasi data (data 

condensation), penyajian data (data display), serta 

penarikan dan pembuktian kesimpulan (drawing 

and verifying conclusions).  
1) Kondensasi Data  

Kondensasi data adalah tahapan di mana data 

mentah diseleksi, difokuskan, disederhanakan, 

dan diubah menjadi informasi yang lebih 

terorganisir dan bermakna. Pada penelitian ini, 

data yang diperoleh melalui wawancara, 

observasi, dan dokumentasi diringkas serta 

dikategorikan berdasarkan empat dimensi 

dalam teori George C. Edwards III, yakni 

komunikasi, sumber daya, disposisi, dan 

struktur birokrasi.  
2) Penyajian Data  

Tahap ini dilakukan dengan menyusun dan 

mengorganisasi data yang telah dikondensasi ke 

dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, skema, 

atau ringkasan tematik. Tujuan dari penyajian 

data ini adalah untuk memudahkan peneliti 

dalam menganalisis pola, hubungan variabel, 

dan kendala dalam implementasi kebijakan oleh 

BPBD Kota Malang.  
3) Penarikan Kesimpulan 

Langkah akhir dalam analisis data adalah 

merumuskan kesimpulan berdasarkan hasil 

analisis yang telah dilakukan. Kesimpulan ini 

bersifat sementara dan akan terus diuji 

keabsahannya selama proses penelitian 

berlangsung. Proses verifikasi dilakukan 

melalui kegiatan diskusi, pengujian konsistensi 

data antar informan, serta triangulasi sumber. 

Menurut Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), 

penarikan kesimpulan harus dibarengi dengan 

sikap skeptis dan pengujian validitas agar hasil 
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yang diperoleh mencerminkan realitas lapangan 

secara akurat. 
Keabsahan Data 

Untuk menjamin validitas data, penelitian 

ini menggunakan triangulasi berdasarkan teori 

Lincoln dan Guba (1985), yang menekankan 

pentingnya unsur trustworthiness, yaitu kredibilitas, 

transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. 

Dalam penelitian ini, kredibilitas data diuji 

melalui triangulasi sumber, yaitu dengan 

membandingkan informasi dari berbagai informan 

yang memiliki latar belakang berbeda, seperti pihak 

BPBD Kota Malang dan masyarakat terdampak 

banjir. Transferabilitas dicapai dengan 

mendeskripsikan konteks penelitian secara rinci 

agar temuan dapat diterapkan dalam konteks serupa. 

Dependabilitas dijaga dengan melakukan pencatatan 

sistematis atas proses penelitian secara menyeluruh, 

dan konfirmabilitas dipenuhi dengan menyertakan 

dokumentasi yang mendukung hasil temuan dan 

meminimalkan bias peneliti.   

Dengan menggunakan pendekatan ini, 

diharapkan data yang diperoleh memiliki keabsahan 

tinggi dan temuan penelitian dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 
 

Pembahasan 
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji 

pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 

1 Tahun 2017 mengenai Penanggulangan Bencana, 

dengan fokus pada upaya penanganan banjir yang 

dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah (BPBD) Kota Malang. Kajian ini 

menggunakan teori implementasi kebijakan dari 

George C. Edwards III yang terdiri atas empat 

komponen utama: komunikasi, sumber daya, 

disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil analisis 

terhadap keempat aspek tersebut disajikan sebagai 

berikut: 
1. Komunikasi 

Komunikasi merupakan faktor penting 

dalam menyampaikan kebijakan dari pembuat 

ke pelaksana. Dalam konteks ini, komunikasi 

berkaitan dengan bagaimana para pelaksana 

kebijakan mengetahui dan memahami isi Perda 

No. 1 Tahun 2017. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa staf dan pelaksana di 

BPBD Kota Malang telah mengetahui dan 

memahami isi dari Perda tersebut melalui 

mekanisme internal seperti rapat koordinasi, 

arahan pimpinan, serta dokumen kebijakan 

yang disosialisasikan secara formal. Hal ini 

menunjukkan bahwa komunikasi internal 

antarpegawai sudah berjalan dengan baik. 

Namun demikian, kendala masih ditemukan 

dalam penyampaian informasi kepada 

masyarakat umum. Sosialisasi kebijakan ke 

tingkat warga belum merata dan belum 

dilakukan secara masif, sehingga masyarakat 

banyak yang belum memahami isi Perda 

maupun langkah-langkah mitigasi banjir yang 

harus dilakukan. 

2. Sumber Daya 
Dalam penerapan kebijakan, sumber daya 

memegang peranan penting, meliputi personel, 

alokasi anggaran, informasi, dan sarana 

prasarana pendukung. BPBD Kota Malang 

memiliki personel pelaksana di lapangan seperti 

Tim Reaksi Cepat (TRC), serta tenaga 

pendukung pada bidang pencegahan, 

kesiapsiagaan, dan logistik. Namun demikian, 

jumlah personel yang tersedia masih belum 

proporsional dengan cakupan wilayah dan 

frekuensi kejadian banjir yang cukup tinggi. 

Selain itu, beberapa kelurahan belum memiliki 

kader siaga bencana yang aktif sehingga 

edukasi masyarakat terhadap mitigasi bencana 

belum merata. 

Keterbatasan anggaran juga menjadi salah 

satu kendala serius dalam pelaksanaan program 

penanggulangan banjir. Banyak kegiatan 

mitigasi yang masih bergantung pada 

penganggaran tahunan yang terbatas, sehingga 

beberapa program tidak dapat dilaksanakan 

secara optimal. Misalnya, distribusi logistik 

kebencanaan seperti karung pasir dan perahu 

karet hanya diberikan di wilayah-wilayah 

prioritas, sedangkan daerah lainnya belum 

sepenuhnya tercakup. Informasi dan data 

kebencanaan sudah tersedia dalam bentuk 

laporan, peta rawan, dan pemetaan berbasis 

GIS, tetapi pemanfaatannya di tingkat 

masyarakat masih minim karena kurangnya 

pendampingan teknis dan akses terhadap 

teknologi informasi. Di sisi lain, fasilitas seperti 

gudang logistik, posko darurat, dan peralatan 

operasional sudah tersedia namun belum merata 

di semua wilayah kecamatan. 

Ketersediaan sumber daya ini 

menunjukkan bahwa meskipun terdapat 

komitmen dari BPBD untuk menjalankan 

tugasnya, keterbatasan yang ada masih menjadi 

tantangan dalam mewujudkan implementasi 

kebijakan yang efektif dan menyeluruh. Oleh 

karena itu, perlu adanya penambahan alokasi 

anggaran, pelatihan berkala untuk peningkatan 

kapasitas SDM, serta penguatan sarana 

penunjang yang dapat menunjang respons cepat 

dan tepat terhadap kejadian banjir di Kota 

Malang.  
3. Disposisi 

Disposisi atau sikap para pelaksana 

kebijakan merupakan faktor penentu 

keberhasilan implementasi suatu kebijakan. 

Dalam konteks ini, pelaksana kebijakan di 

BPBD Kota Malang menunjukkan sikap yang 
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responsif dan antusias terhadap pelaksanaan 

tugas. Mereka memiliki pemahaman yang baik 

terhadap peran dan tanggung jawabnya dalam 

menangani bencana banjir, serta menunjukkan 

komitmen yang kuat untuk menjalankan tugas 

secara profesional. Kesiapan ini terlihat dari 

keterlibatan aktif petugas dalam proses 

sosialisasi, pelatihan, serta penanganan 

langsung saat terjadi bencana. 

Namun demikian, keterbatasan jumlah 

personel dan beban kerja yang tinggi kadang 

berdampak pada keterlambatan respons di 

beberapa wilayah terdampak. Meskipun secara 

umum semangat kerja tinggi, efektivitasnya 

masih terkendala oleh faktor struktural dan 

operasional. Selain itu, belum semua pelaksana 

kebijakan di tingkat kecamatan dan kelurahan 

memiliki pemahaman yang sama mendalam 

seperti di tingkat kota, sehingga implementasi 

belum berjalan seragam. 

Di sisi lain, disposisi masyarakat sebagai 

mitra kebijakan juga masih belum optimal. 

Tingkat partisipasi masyarakat dalam program 

mitigasi bencana relatif rendah. Hal ini 

menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat 

terhadap pentingnya kesiapsiagaan masih 

terbatas. Kurangnya keterlibatan warga dalam 

kegiatan seperti kerja bakti membersihkan 

saluran air atau mengikuti simulasi 

kebencanaan menjadi tantangan tersendiri. 

Oleh karena itu, selain meningkatkan kapasitas 

pelaksana teknis, perlu juga ditingkatkan 

strategi pemberdayaan masyarakat agar muncul 

kesadaran dan kepedulian kolektif dalam 

mendukung kebijakan penanggulangan banjir. 
4. Struktur Birokrasi 

Struktur birokrasi di BPBD Kota Malang 

telah memiliki SOP dan pembagian kerja yang 

jelas antarbidang seperti bidang pencegahan, 

kesiapsiagaan, kedaruratan, dan logistik. 

Struktur tersebut memudahkan dalam proses 

pengorganisasian dan distribusi tanggung jawab 

kerja sesuai tupoksi masing-masing bidang. 

Selain itu, keberadaan sistem komando seperti 

posko siaga dan sistem pelaporan darurat 

menunjukkan bahwa birokrasi sudah memiliki 

kerangka kerja yang tertata. 

Namun demikian, dalam praktiknya masih 

ditemukan tantangan dalam hal koordinasi 

lintas instansi. Meskipun telah ada forum 

koordinasi antar-OPD, proses birokrasi yang 

panjang dan cenderung kaku membuat respon 

terhadap kejadian bencana kurang cepat. 

Beberapa kebijakan juga masih memerlukan 

persetujuan bertingkat, yang menyebabkan 

keterlambatan dalam pengambilan keputusan di 

lapangan. Selain itu, prosedur formal yang 

terlalu birokratis terkadang menghambat 

fleksibilitas tindakan petugas saat darurat. 

Struktur birokrasi juga belum sepenuhnya 

adaptif terhadap kondisi wilayah yang berbeda-

beda. Di beberapa kecamatan, struktur 

pelaksana kebijakan belum sekuat di tingkat 

kota, sehingga pelaksanaan kebijakan menjadi 

kurang seragam. Kurangnya pelatihan terpadu 

dan pemahaman SOP yang berbeda 

antarwilayah menjadi salah satu penyebabnya. 

Untuk itu, diperlukan penyederhanaan jalur 

koordinasi, peningkatan kapasitas 

kelembagaan, serta penguatan peran unit-unit 

pelaksana di tingkat kecamatan dan kelurahan. 

Evaluasi struktur birokrasi perlu dilakukan 

secara berkala untuk menyesuaikan kebutuhan 

respons cepat dalam situasi darurat. Dengan 

birokrasi yang tanggap, kolaboratif, dan tidak 

terlalu prosedural, diharapkan implementasi 

kebijakan penanggulangan banjir dapat berjalan 

lebih efektif di berbagai tingkatan wilayah. 

Dalam pelaksanaan kebijakan 

penanggulangan banjir di Kota Malang, 

tentunya tidak terlepas dari berbagai faktor 

penghambat baik yang berasal dari dalam 

organisasi maupun dari luar organisasi. 

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan 

beberapa kendala utama yang memengaruhi 

efektivitas implementasi Peraturan Daerah 

Nomor 1 Tahun 2017, yaitu disebabkan oleh: 
1. Sistem drainase yang buruk dan mudah 

tersumbat oleh sampah serta sedimentasi. 
2. Minimnya kesadaran masyarakat terhadap 

pentingnya menjaga lingkungan dan tidak 

membuang sampah sembarangan.  
3. Keterbatasan anggaran dan sumber daya 

manusia yang belum merata di seluruh 

wilayah  
4. Lemahnya koordinasi antarinstansi dalam 

pelaksanaan kebijakan lintas sektor 
5. Kurangnya edukasi serta pemahaman 

masyarakat terkait kebijakan dan langkah 

mitigasi yang seharusnya dilakukan 

sebelum dan saat bencana terjadi.  
 

Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian, dapat 

disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Daerah 

Kota Malang Nomor 1 Tahun 2017 tentang 

Penanggulangan Bencana dalam konteks 

penanggulangan banjir telah berjalan, namun belum 

maksimal. Pelaksana kebijakan di BPBD telah 

memahami isi Perda melalui mekanisme internal 

seperti rapat dan arahan pimpinan, serta telah 

melaksanakan tugas sesuai dengan pembagian 

struktur kerja. Namun, masih ditemukan kendala 

dalam komunikasi kepada masyarakat, keterbatasan 
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sumber daya, rendahnya partisipasi publik, serta 

lemahnya koordinasi lintas sektor. 

Faktor-faktor penghambat dalam 

pelaksanaan kebijakan ini meliputi buruknya sistem 

drainase, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap 

kebersihan lingkungan, keterbatasan anggaran dan 

personel, serta birokrasi yang kaku. Oleh karena itu, 

perlu adanya peningkatan kapasitas sumber daya 

manusia, penguatan struktur birokrasi yang 

responsif, dan strategi komunikasi publik yang lebih 

masif agar kebijakan dapat berjalan lebih optimal 

dan tepat sasaran. 

 

Saran 
Berdasarkan kesimpulan yang telah 

disampaikan, maka diperlukan beberapa saran yang 

dapat menjadi masukan konstruktif bagi pemerintah 

daerah, khususnya BPBD Kota Malang, dalam 

meningkatkan efektivitas implementasi Peraturan 

Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2017 tentang 

Penanggulangan Bencana. Saran-saran ini disusun 

guna memperkuat kelemahan yang ditemukan di 

lapangan serta mendorong terwujudnya sistem 

penanggulangan banjir yang lebih tangguh dan 

partisipatif. 
1. Meningkatkan sosialisasi kebijakan secara 

langsung kepada masyarakat agar pemahaman 

terhadap isi Perda dan langkah-langkah mitigasi 

banjir dapat tersebar merata, terutama di 

wilayah rawan bencana. 

2. Menambah dan melatih sumber daya manusia 

(SDM) yang terlibat dalam penanggulangan 

bencana, baik di tingkat kota maupun 

kelurahan, agar memiliki kesiapsiagaan dan 

keterampilan yang merata. 

3. Mengoptimalkan penggunaan anggaran untuk 

mendukung program prioritas seperti 

pembangunan dan perawatan infrastruktur 

drainase, serta pengadaan logistik darurat yang 

merata. 

4. Memperkuat koordinasi lintas sektor antar 

OPD, kelurahan, dan lembaga masyarakat 

melalui forum rutin dan sistem tanggap darurat 

terpadu yang efisien. 

5. Mendorong partisipasi aktif masyarakat melalui 

program pemberdayaan, simulasi bencana, dan 

kegiatan gotong royong untuk menumbuhkan 

rasa tanggung jawab bersama terhadap 

penanggulangan banjir. 

6. Melakukan evaluasi berkala terhadap struktur 

birokrasi dan SOP yang ada, guna memastikan 

bahwa sistem kerja tetap adaptif, responsif, dan 

tidak terhambat oleh prosedur yang kaku. 
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